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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Daftar Hadir Dengan FingerPrint Terhadap Kinerja 

Pegawai di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian 

ini dilatarbelakangi karena adanya pegawai yang tidak disiplin dengan adanya penggunaan 

daftar hadir secara finger print. Hal ini dibuktikan dengan adanya didapatkannya data 

dilapangan, dimana terjadi kenaikan jumlah pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan 

dimana pada tahun 2016 jumlah rata-rata tahunanan pegawai yang tidak hadir tanpa 

keterangan 3,67 % dan pada tahun 2017 jumlahnya 3,86 %. Tujuan dilakukannya 

penelitian ini dimana untuk melihat penerapan absensi secara elektronik ini sendiri dapat 

berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil. Untuk mengetahui tidak berhasilnya 

penerapan daftar hadir dengan finger print, digunakan teori Prawirosentono dengan 

menggunakan empat dimensi, yaitu dimensi Efektifitas dan Effisien, Otoritas dan 

Tanggung Jawab, Disiplin, dan Inisiatif. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif berdasarkan hasil wawancara mendalam 

dengan informan kunci dan dokumentasi serta observasi. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa penerapan daftar hadir dengan finger print belum berjalan optimal sesuai dengan 

aturan. Karena masih banyak pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan kerika jam kerja, 

belum tegasnya sanksi yang diberikan baik oleh atasan pegawai maupun dari intansi yang 

bersangkutan terhadap pegawai yang tidak disiplin. Penelitian ini merekomendasikan 

untuk Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan 

sanksi yang tegas kepada pegawai apabila pegawai yang bersangkutan melanggar aturan 

disiplin dan tentu menghambat dari kinerja pegawai. 

Kata Kunci : Finger Print, Daftar Hadir, Kinerja, Disiplin, Dinas PU Bina Marga, 

Pegawai Negeri Sipil 
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ABSTRACT 

 
 

This research is entitled The Effect of Present List with Finger Print on Employee 

Performance at Public Works Agency of Highways and Spatial Planning of South Sumatra 

Province. This research is motivated by the existence of employees who are not disciplined 

with the use of finger print attendance lists. This is evidenced by the availability of data in 

the field, where there was an increase in the number of employees who were absent 

without information, where in 2016 the number of employees who were absent without 

information was 3.67% and in 2017 there were 3.86%. The purpose of this study where to 

see the application of electronic absenteeism itself can affect the performance of Civil 

Servants. To find out whether the implementation of the attendance list with finger print 

was not successful, Prawirosentono theory was used by using four dimensions, namely 

Effectiveness and Efficiency dimensions, Authority and Responsibility, Discipline, and 

Initiative. The research method used in this study is a qualitative research method based 

on the results of in-depth interviews with key informants and documentation and 

observation. The results showed that the application of the attendance list with finger print 

had not run optimally in accordance with the rules. Because there are still many 

employees who are absent without information when working hours, the sanctions that 

have been given both by the superior of the employee and the relevant institution to 

employees who are not disciplined are not yet clear. This study recommends that the 

Department of Public Works of Highways and Spatial Planning of South Sumatra Province 

give strict sanctions to employees if the employees concerned violate disciplinary rules and 

certainly hamper the performance of employees. 

Keywords: Finger Print, Attendance List, Performance, Discipline, DGH Public Service 

Agency, Civil Servants 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Birokrasi sebagai suatu sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerja sama 

antara jabatan-jabatan secara lansung mengenai persoalan yang formil menurut prosedur 

yang berlaku. Birokrasi juga dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu 

pekerjaan yang dilakukan banyak orang. Selain itu, birokrat dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangannya harus dilandasi persepsi dan kesadaran hukum yang tinggi. Adapaun ciri-

ciri birokrasi, yaitu adanya pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi dengan sepenuhnya, 

adanya peraturan yang benar benar ditaati, para pejabat bekerja dengan penuh perhatian 

menurut kemapuan masing-masing, para pejabat terikat oleh disiplin, para pejabat diangkat 

berdasarkan syarat-syarat teknis berdasarkan peraturan, dan adanya pemisahan yang tegas 

urusan dinas dan urusan pribadi. 

Dalam birokrasi tentu tidak terlepas dari perkembangan paradigma dari administrasi 

negara itu sendiri terutama paradigma New Public Administration. Paradigma administrasi 

ini lahir akibat terjadinya beberapa krisis sosial yang terjadi secara bersamaan. Dalam New 

Public Administration ini pokok pikiran yang dikembangkan adalah “keadilan sosial”. 

Dalam hal ini mencangkup “menekankan persamaan hak dalam pelayanan, menekankan 

pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan dan pelaksanaan program untuk manajer-

manajer publik, menekankan perubahan dalam manajemen publik. Dimana ditekankan 

dalam memberikan persamaan hak dalam pelayanan serta perubahan dalam manajemen 

publik dituntut melakukan perubahan dalam tubuh birokrasi pemerintah terutama dalam 

hala sumber daya manusia yang secara lansung memberikan pelayanan sehingga pegawai 

negeri dituntut untuk dapat memberikan kinerja yang baik. 
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Dalam usaha pemerintah meningkatkan kinerja dan disiplin para aparatur sipil 

dilakukanlah reformasi birokrasi dalam pemerintahan di Indonesia. Reformasi birokrasi 

pada hakitkatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan 

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutamam menyangkut aspek-

aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya 

manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata laian reformasi birokrasi adalah 

langkah strategis untuk membangun aparatur negara lebih berdaya guna dan berhasil guna 

dalam mengemban tugas umum pemerinthan dan pembangunan nasional. Salah satu 

langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dengan penerapan daftar 

hadir secara finger print. Tujuan pemerintah dalam menerapakan daftar hadir secara finger 

adalah : 

1. Membentuk aparatur negara yang lebih produktif. 

2. Membentuk disipli bagi pegawai untuk hadir di tempat kerja. 

3. Pegawai mendapatkan gaji yang sesuai kinerja mereka. 

4. Pegawai akan patuh pada peraturan dan sanksi yang akan diterima apabila mereka 

melanggar. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dimana yang dimaksud dengan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan 

menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuh hukuman 

disiplin. Sehingga dengan dikeluarkannya aturan ini diharapkan terwujudnya Pegawai 

Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan 

yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance)maka para 

PNS tersebut dituntut untuk bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam 



3 
 

 
 

melaksanakan tugas. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini merupakan 

penyesuaian ketentuan mengenai disiplin PNS yang telah diatur sebelumnya dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Namun demikian peraturan tersebut perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan, karena tidak sesuai lagi dengan kondisi 

saat ini maka dibuatlah aturan mengenai disiplin pegawai dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas pemerintah menuntut seorang Pegawai 

Negeri Sipil untuk dapat berlaku disiplin dalam melaksanakan tugas dimana apabila PNS 

tersebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka akan diberikan penjatuhan 

hukuman disiplin baik itu hukuman yang bersifat ringan, sedang, hingga hukuman berat 

yang dapat berupa pemberhentian pegawai secara tidak hormat. Penjatuhan hukuman 

sendiri dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang 

bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan 

memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Padahal dalam Peraturan Pemerintah 

tersebut sudah dijelaskan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara wajib untuk melaksanakan:  

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS; 

2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan; 

3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

Pemerintah; 

4. Manaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh 

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 

6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 

7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, 

dan/atau golongan; 

8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus 

dirahasiakan; 

9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; 

10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang 

dapat memebahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang 

keamanan, keuangan, dan materill; 

11. Masuk kerja dan manaati ketentuan jam kerja; 

12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 

13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; 
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14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyrakat; 

15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 

16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan 

17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetepkan oleh pejabat yang berwenang. 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera sebagai 

instansi pemerintah di tingkat provinsi yang mana sesuai Peraturan Gubernur Sumatera 

Selatan Nomor 50 Tahun 2008 tanggal 18 September 2008 dijelaskan bahwa tugas Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dengan 

tugas perumusan kebijakan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis, pembinaan dan 

bimbingan teknis serta pengelolaan di bidang kebinamargaan. Salah satu tantangan yang 

harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tatan Ruang adalah 

melakukan trnasformasi dan akselerasi pembangunan agar dapat mengatasi masalah yaitu 

belum terpadunya pengelolaan prasarana dan sarana trnasportasi yang sesuai visi, dan misi 

Provinsi Sumatera Selatan. Untuk melaksanakan tugas. Untuk dapat melaksanakan tugas 

tersebut dengan baik tentu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memerlukan para SDM 

dalam hal ini para Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas profesional, berdisipli, dan 

bermoral sehingga dapat mewujudkan dan memecahkan permasalahan dalam bidang 

Kebinamargaan. 

Tentu untuk mewujudkan kinerja pegawai yang baik maka sejak tahun 2015 di Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan telah diterapkan 

sistem absensi fingerprintuntuk memudahkan para pegawai dalam melakukan absensi. 

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja para pegawai terutama untuk meingkatkan 

disiplin para pegawai sendiri maka melakukan absensi secara elektronik yaitu lewat 

fingerprint dianggap lebih baik dibanding penerapan absensi kehadiran para pegawai yang 

dilakukan secara manual. Dengan diterapkannya absensi secara elektronik ini diharapkan 

dapat menghilangkan prilaku para pegawai yang sering menitipkan absen kepada sesama 
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pegawai kantor jika dilakukan secara manual. Adapun tujuan dari penggunaan fingerprint 

sebagai mesin daftar hadir, yaitu: 

1. Meningkatkan produktifitas pegawai terhadap organisasi yang berawal dari 

kedisiplinan atas kehadiran pegawai di tempat kerja. 

2. Memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses absensi pada kepegawaian 

dan dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam pembuatan laporan absensi bagi unit 

kerja, khususnya bidang kepegawaian. 

3. Memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada pimpinan dan bagian 

kepegawaian yang berhubungan dengan kedisiplinan pegawai berupa absensi 

kehadiran kerja yang merupakan salah satu dari syarat kerja serta memberikan 

informasi loyalitas pegawai yang dapat dijadikan dasar dalam penilaian kinerja 

pegawai. 

Penggunaan daftar hadir secara fingerprint sendiri telah disosialisasikan oleh Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan dikeluarkannya Surat 

Edaran Nomor B/2338/M.PANRB/06/2016 Perihal Optimalisasi Penggunaan Absensi 

Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah dimana dalam surat tersebut 

terdapat 5 hal-hal yang dijelaskan dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur sipil 

negara guna menunjang peningkatan produktifitas, efisiensi, dan efektifitas dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan publik yang baik, sebagai 

berikut: 

1. Mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari 

adanya kecurangan dan/atau manipulsai data yang berhubungan dengan kehadiran 

pegawai. 

1. Hasil absensi kehadiran dengan sistem elektronik dapat digunakan sebagai alat 

monitoring dan evaluasi serta sebagai salah satu tolak ukur tingkat kedisiplinan 

aparatur sipil negara. 

2. Melakukan integrasi sistem absensi elektronik dengan sistem aplikasi lainnya yang 

telah dikembangkan oleh setiap instnasi pemerintah guna meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dan kinerja pegawai secara bertahap sesuai dengan kemampuan 

anggaran masing-masing. 

3. Sedangkan untuk instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah yang memiliki unit 

kerja yang cukup luas dan tersebar agar dilakukan pula integrasi sistem absensi 

elektronik dimaksud dan terhubung dengan Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga 

atau BadanKepegawaian Daerah masing-masing. 

4. Selanjutnya, apabila terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur sipil 

negara, termasuk ketidakhadiran pegawai tanpa alasan yang jelas, maka perlu 

dilakukan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 
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Meskipun penggunaan absensi fingerprint sendiri diharapkan dapat meningkatkan 

disiplin para pegawai nyatanya masih banyak pegawai yang melakukan tindak pelanggaran 

seperti, terlambat untuk datang ke kantor tepat waktu, masih terdapat pegawai yang tidak 

masuk kantor, hingga pegawai tidak ada di ruang kantor ketika selesai jam istirahat. 

Tindakan kurang disiplin tersebut akibat dari masuk kurangnya pengawasan terhadap para 

pegawai tersebut hingga para atasan yang sering tidak memberikan teguran sehingga 

membuat pegawai menjadi tidak disiplin. Dapat dilihat pada tabel 1.1. hasil rekapitulasi 

absensi pegawai pada tahun 2016 terlihat jumlah pegawai yang malakukan tugas Dinas 

Luar sebanyak 4,77 persen, jumlah pegawai yang tidak hadir kerja tanpa keterangan 

berjumlah 3,67 persen, serta jumlah pegawai baik yang mengambil izin, cuti, ataupun sakit 

sebanyak 4,81 persen dalam periode Januari hingga Desember 2016.  

Tabel 1.1. Rekapitulasi Absen Fingerprint Pegawai Dinas PU Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2016 

 

 

No 

 

 

Periode 

 

Jumlah 

Pegawai 

(orang) 

Keterangan 

Dinas 

Luar 

(orang) 

 

Tanpa 

Keterangan 

(orang) 

 

Izin/Cuti/Sakit 

(orang) 

1 Januari 429 2,09% 1,63% 2,09% 

2 Februari 429 3,96% 3,26% 7,92% 

3 Maret  429 11,65% 3% 1,63% 

4 April  429 3,49% 3,72% 3,49% 

5 Mei 429 1,86% 4,19% 2,65% 

6 Juni  429 3,72% 5,82% 13,51% 

7 Juli  429 8,15% 3,49% 1,63% 

8 Agustus 429 3,49% 4,19 4,19% 

9 September 429 6,06% 2,56% 2,79% 

10 Oktober  429 3,96% 4,66% 10,25% 

11 November 429 4,66% 1,86% 1,63% 

12 Desember 429 4,19% 5,59% 6,06% 

 Jumlah  4,77% 3,67% 4,81% 

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2018 

Dapat dilihat pada tabel 1.2. hasil rekapitulasi absensi pegawai pada tahun 2017 

terlihat jumlah pegawai yang malakukan tugas Dinas Luar sebanyak 5,3 persen, jumlah 

pegawai yang tidak hadir kerja tanpa keterangan berjumlah 3,86 persen, serta jumlah 
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pegawai baik yang mengambil izin, cuti, ataupun sakit sebanyak 7,34 persen dalam periode 

Januari hingga Desember 2017.  

Tabel 1.2. Rekapitulasi Absen Fingerprint Pegawai Dinas PU Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2017 

 

 

No 

 

 

Periode 

 

Jumlah 

Pegawai 

(orang) 

Keterangan 

Dinas 

Luar 

(orang) 

 

Tanpa 

Keterangan 

(orang) 

 

Izin/Cuti/Sakit 

(orang) 

1 Januari 429 1,63% 0,69% 2,09% 

2 Februari 429 3,96% 4,66% 22,37% 

3 Maret  429 12,82% 0,69% 1,63% 

4 April  429 3,96% 3,72% 6,99% 

5 Mei 429 1,39% 8,85% 2,56% 

6 Juni  429 3,72% 8,85% 16,31% 

7 Juli  429 10,25% 1,16% 1,63% 

8 Agustus 429 4,19% 3,96% 5,12% 

9 September 429 2,33% 1,63% 2,79% 

10 Oktober  429 3,96% 5,12% 17,71% 

11 November 429 11,18% 1,16% 1,63% 

12 Desember 429 4,19% 5,82% 7,2% 

 Jumlah  5,3% 3,86% 7,34% 

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2018 

  

Dari tabel diatas dapat dikatakan meskipun aturan tentang disiplin pegawai telah diatur 

dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

dimana telah dijelaskaan sanksi bagi pegawai apabila tidak mematuhi aturan baik itu 

berupa sanksi ringan maupun yang berat teapi tidak membuat semua pegawai menjadi 

disiplin sehingga masih sering terjadi pegawai yang tidak tepat waktu datang ke kantor 

pada jam masuk kantor ataupun ketika pegawai belum ada di ruangan ketika jam istirahat 

telah selesai, dan masih sering terjadi pegawai sama sekali tidak datang ke kantor tanpa 

keterangan dengan jumlah yang cukup besar selama periode 2017. Ini menjadi sebuah hal 

yang harus diperhatikan oleh pihak instansi terkait agar dapat melakukan perbaikan 

terutama perbaikan terhadap sumber daya manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil   
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Kemudian, yang menjadi motivasi dalam melakukan penelitian ini untuk melihat 

apakah dengan diterapkannya penggunaan absensi secara fingerprint dapat menjadi 

peningkat dalam kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan 

Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Dan harapan dari dilakukannya penelitian dapat 

menjadi tolak ukur tentang bagaimana penerapan finger printdapat menjadi uapaya dalam 

meningkatkan kinerja pegawai dalam mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pengaruh dari penggunaan daftar hadir secara finger print terhadap kinerja 

aparatur sipil negara pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang 

Provinsi Sumatera Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini dimana untuk melihat sejauh mana 

penerapan absensi secara elektronik ini sendiri dapat berpengaruh terhadap kinerja para 

pegawai negeri sipil di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi 

Sumatera Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Sedangkan manfaat dari dilakukannya penelitian ini dimana dapat menjadi tolak ukur 

bagi instansi terkait dari penggunaan absensi secara elektronikfingerprintuntuk melihat 

bagaimana kinerja dari para pegawai negeri sipil. 
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